BAB 1Y
LANDASAN TEORIE
A. Pengertian Pajak

Membahas mengenai perpajakan, fidak terlepas dari pengertian pajak itu
sendiri. Mernurut Undang-Undang Perpajakan No.28 tahun 2007 tentang

Ketentuan Umurm dan Tata Cara Perpaiakan, bahwa :

Pajak adalah Kontribusi Wajib Pajak kepada wegara vang terutang
oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang dengan tidak mendapat imbaian secara langsung dan digunakan
untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmupan rakyat.

Menurut Rochmat Scemitro ;

Pajak adalah luran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-
Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang

lapgsung digunakan untuk membayar pengeluaran umum,.

Menurut 8. I. Djajadiningrat :

Pajak sebagai snatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan
ke kas negara yang disebabkan suaru keadaan, kejadian dan perbuatan
yang memberikan kedudukan terientu, tetapi bukan sebagai hukuman,
menuret peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan

tetapi tidak ada jasa iimbal balik dari megara secara langsung, untuk
memelihara kesejabteraan ninum.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pajak mempunyai ciri-ciri sebagai

berikut :

1. iwan rakyat ke kas negara, dimana yang mempunvai hak
melakukan pemungutan pajek hanya negara: dengan alasan

apapun pihak lain tidak boleh memungut pajak..

&



2. Dapat dipaksakan karena berdasarkan H%Jndang—Undang
pelaksanaan pemungutan pajak harus mendapa?;kma persetujuan
dari rakyat meskipun negara mempunyai hak L*éntuk memungut
pajal.

3. Tidak mendapat imbalzn secara langsung yzzilitu jasa timbal
balik (kontrapresiasi} yang diberikan kepada rai%;yat olek negara
tidak dapat secara langsung dibubungkan d%ﬁngan besarnya
pajak yang harus dibayar,

4. Untuk membiayal pengeluaran pemerintah y:é@mg menipunyal
manfaat bagi masvarakat pada umumaya. !

B. Jenis Pajak
Jenis pajak dibedakan men; adi tiga. vaitu :
1. Jenis Pajak Menurut Golongan
a. Pajak Langsung
Pajak yang pmnbebanmmya tidak dap%ai dilimpahkan
kepada pihak lain dan harus Waji:b Pajak yang

bersangkutan. Contoh : PPh

b. Pajak Tidak Langsﬁng
Pajak yang pembebanannya dilimpahkan kepada pibak

lain. Contoh : PPn
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2. Jenis Pajak Menurut Sifet
a. Pajak Subyekui
Pajak yang didasarkan atas keadaan ‘subyeknya dan

memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Cortoh : PPh

b. Pajak Objektif
Pajak  yang ereantung  pada  objeknya  tanpa
mempefha@ika,ﬁ keadaan Wajib Pajak. Contoh : PPn dan

PBE.

3. Jenis Pajak Menurut Pemungutannya
a. Pajak Pusal (MNegara)
Pajak vang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan
untuk membiayai pengeluaran negara. Cn&ﬁtoh : PPh, PPn,

PPnBM dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah
Pajak yang dipungut oleh pﬁ:merintéh daerah dan
digunakan untuk tﬁembiayai rumnah tanggzg;l daerah. Contoh
Pajak Kendarazn Bermotor dan Baja Balik Nama

Kendaraan Bermoter, Pajak Reklame dan sebagainya.
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. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2009 : 10), terdapat tiga asas pemungutan pajak,

yaitu :

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menvatakan behwa negara berhak meéngenakan pajak
atas seluruh penghasilan Wajib Pajak vang bertempat tinggal di
wilayahnya, baik 1:>engl;&siizm yang berasal dari dalam negeri
maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau
bertempat tinggal di W.ilayah Indonesia dik.en%akan pajak atas
selurch penghasilan yang diperolebmya, baik; dari Indonesia

maupan dari Juar Indonesia.

Asas Sumber

Asas ini menyatakan, bahwa negara berhak mengenakan pajak
atas penghasilan yang bersumber di wianahnya tanpa
memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Sétiap orang yang
memperoleh penghasilan dari Indonesia diker.éakan pajak atas

penghasilan yang diperoiehnya.

Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan, sahwa peagenaan pajak dihubungkan
dengan kebangsaan suat negara. Misalnya pajak bangsa asing
di Indonesia: dikenakan aias setiap orang asfng yang bukan

berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.
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D. Fungsi Pajak

Pajuk mempunyai dua fungsi yaru fungst budgefair (samber keuangan
negara) dan fungsi regulerend (mengatur), yang dapat dijelaskan sebagai

berikut :

a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) -
Pajak sebag:.f}i. sumber dana bagt pemerintah Léntuk membiayal
pengeiuaran;pengehmﬂmnya.

b. Fungsi Regiderend (Mengatar)
Pajak sebagai alai untuk mengatur atau  melaksanakan
kebijaksanaan pemerinizh dalam bidang sosial ckonomi.

E. Sistemi Pemungutan Pajak
Menurut 5iti Resmi (2009 : 11), siéteiz'l pemunguian pajak terbagi menjadi
tiga, yaitu :

a. Official Assessment Sysiem
Suatu sistem pemmungutan yang memberi wewenang kepada
pemerintah {Fiskusj% untuk menentukan besamnya pajak yang

terateng oleh Wajib Pajak.

b. Self Assessment System
Suatu  sistem pemuﬁguiml vang memberl wewenang
seperuhnya kepada Wa_ﬁb Pajak untuk menghitung, membayar
dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terhutang setiap

tahunnya.



.,

G.

c. With Holding Svsiem
Suafu sistem pemunguian yang memberi wewenang kepada
pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajaiic yang terhutang
oleh Wajib Pajak sesual dengan Undallngnﬁang Perpajakan

yang berlaku.

Definisi Wajib Pajak
Mernurut Undang-Undang Ne.28 -ahun 2007 ientang Ketentuan Umum
dan Tata Care Perpaakan menyebutkan bahwa :

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar
pajak, pemeotong pajak dap pemunszut pajak yang mempunyai hak dan
Lewajiban perpajakan sesuai dengan Kketentuan perundang-undangan
perpajakan. Orang pribadi merupakam subyek pajak wyang bertempai
tingzal atau berada di Indonesia atavpun di luar Indonesia.

Menurut Undang-Undang MNo.28 <abun 2007 tentang Ketentvan Umum
dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa :

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal y@ng merupakan
kesatuam, baik yapg melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan uwsaha milik
daerah dengan nzma dan dalam bentuk apapun, firma, koagsi, koperasi,
dana pensiun, persckutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa,
organisasi sosizl politik atan orgamisasi lainnya, lembaga dan beatuk
badan lainnya termasuk konfrak investasi kolektif dam bentuk wsaha
tetap. :

Definisi Pajak Penghasilan

Pengertian pajak secara bcbas dapat dikatakan sebagai 31'1am kewajiban

berupa pengabdian serta peran aktif masyarakat berupa pembangunan nasional

yang pelaksaraanya diatur dalam Undang-Undang untuk kesegallteraan bangsa

dan negara. Pajak dapat dikatakan sebagai balas jasa yang diberikan oleh
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masyarakat kepada pemerintah atas “asilitas yang dapat ki%ra nikmatii untuk
dapat hidup layak dalam shmu negara, sedangkan penghasﬂzm adalah seluruh
uang yang diterima atas usaha yang dilakukan yang dapat ﬂigunakan untuk
aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsi atau menimbun serta menambah
kekayaan dengan kata Iai?n, penghasilan yang diterima bokan merupakan
tambahan kemampuan ekoglm"uis atau tidak dapat menambah% kekayaan Wajib
Pajak. Jadi, Pajak penghasilan merupakan suatu pungnian resmi  yang
ditujukan kepada mgasya.rakat vang berpenghasilan atau atas ﬁa@ﬂghasii:m yang
citerima dan diperolehnya . dalam tuhun pajuk untuk kepmtmﬂan negara dan
riasyarakat calam hidup Serhamgsa can bernegara sebagai suatu kewajiban
vang harus dilaksanakan. |

. Definisi Pajak Penghasilan Pasal 25

Merurat Undang-Undang No.28 shun 2009 tentang K‘@ieutuan Umum
Pajak Penghasilan menyebutkan babwa :

Pajak penghasilan pasal 25 merupakan besarmya @ngsuran pajak
dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri ofeh Wajib Pajak
untuk sctiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan temltang menurut
SPT takunan PPh tahun pajsk vang Jalu dikurangi

I.  PPh yang dipoiong sebegaimana dimaksud dalmn Pasal 21 dan
Pasal 23 serta PPh yang dipungut sebagaimana dimaksud

dalam pasal 22.

)

PPh vang dibayar atau terhutang di luar neperi yang boleh
dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dibagi 12

bulan atau baﬁnyakny& bulan dalam bagian tz;huél pajak.



Contoh :
PPh terhutang SPT tahuhan PPh tabun 2009 Rp 50.000.000
Dikurang; |

PPh yang dipotong pentberi kerja (Pasal 21) Rp 15.00@.000

PPh yang dipungut oleh pihak lain (Pasal 22) Rp 10.000.000

PPh yang dipotong oleh pihak !ain (Pasal 23) Rp 2.500.000

Kredit PPh luar negeri (Pasal 24) Rp 7.500.000
Jumlah kredit pajak ‘Rp 35.000.000 -
Selisil: pajak ' ‘Rp 15.000.000

Jadi, besarnya angsuran pajak vang harus dibayar se:iadiri setiap bulan untuk
tahun 2010 adalah sebesar Rp 1.250.000 (Rp 15.000.000 dibagi 12 bulan). Apabila
PPh diatas melipuii masa 6 bulan dalaim tahun 2009, maka begamya angsuran bulanan
yang harus dibayar sendiﬁ setiap Sulanan dalam tahun,é 2010 adalah sebesar

Rp.2.500.000 {Rp 15.000.000 dibagi 6 bulan).

Pembayaran dan Pelaperan Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak penghasilan pasai 25 harus dibayar atau diseto;kan selambat-
lambatnya pada tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelfah masa pajak
berakhir. Wajib Pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT masa sclambat-
lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Bagi Wajib P“’ﬁ_]ak pengusaha

terientu, berlaku juga ketentuan sebagai berikut :



1. Jika Wajib Pajak memiliki beberapa tempat usaha dalam satu
wilayah kerja kantor oelayanan pajak, harus mendafiarkan
masing-masing tempat usshanya di kantor pelayanan pajak
yang berswgkumn.

2. Wajik Pajak yang memiliki beberapa tempat r;lsaha lebih dari
satu wilayah kerja kanter pelayanan pajak, harus mendaftarkan
setiap tempét lmahzmyz; di kantor pelayanan pajak masing-

masing tempat usaha Wejib Pajak berkedudukan.

(8]

SPT tahunan PPh bharvs disampaikan di kantor _;Delayanzm pajak
tempat domisili Wajib Pajak terdaftar dengan batas seperti pada
ketentuan butir 2. |

J. Tarif Pajak Penghasilan Pésai 25

Berdasarkan Unciang{ffﬁd&ng %%0.28 tahun 2009 dengan ketentuan pasal
17 ayat 1 hunif b, Wajib Pﬁja@c badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap
adalah scbesar 28%. Tarif tersebut berubah menjadi 25% yang mulai berlaku
sejak tahun pajak 2010.

Berdasarkan Undang—Un:dang No.23 tabun 2009 dengan ketentuan pasal
31E ayat 1, Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai
dengan Rp.50.000.000 mendapat fasilitas berupa pellgmangén tarif sebesar
50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat E huref b yang
dikenakan atas Penghasilan Kcm Pajak dari bagian peredaran bruto sampai

dengan Rp.4.800.000.000.



Countoh 1 :
Peredaran bruto PT Y dalam tahun pajak 2009 sebesar [p.4.500.000.000
(empat miliar lima ratus juia rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak

sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Penghitungan pejak yang terhutang :

Seluruh Penghasilan }{,ena Pajak vang diperoleh dari peredaran bruto
tersebut dikenai tarif sebesar 50% dari taril PPh Badan yang berlaku
Yarena jumlah peredaran bruto PT Y tidak melebihi Rp.4.800.000.000

{empat miliar delapan ratus juie rupiah).
Pajak penghasilen yang terhutang :
{50% x 23%) x Rp.500.004.000 == 2p.70.000.000

Contoh 2 :
Peredarar: bruto PT X dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp.30.000.000.000
(tign puluh miliar rupiah) cdengan Penghasilan Kena Pajak sebesar

Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupizh).
Penghasilan Pajek Penghasilan vang terhutang :

Jumlah Penghasilan Kena Pagjak dari bagian peredaran bruto yang
memperoieh fasilitas : (Rp.4.800.000.000 = Rp.30.000.000.000) x

Rp.3.000.000.000 = Rp.480.000.000
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Jumlah PKP dari bagian peredaran bruto yang tidak memgaeroleh fasilitas :

Rp.3.000.000.000 - Rp.480.000.000 = Rp.2.520.000

Pajak Penghasilan yang terhutang :

(50% x 28%) x Rp.480 juta = Rp. 67.200.000

28% x Rp.2.520 juta = Rp.705.600.000 +

Rp.772.800.000

K. Kepatuhan Wajib Pajak
1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib ng&k diawali dengan adanya kesad.:ésr:m Wajib Pajak
mengenai kewajibannya dalam hal perpajaken. Kesadarax;i tersebut berasal
dari kemauan dan perubzhan sikap Wajib Pajak da;;lam pemenuhan
kewajibar. dan hak perpajakannya. Wajib Pajak her?tanggung jawab
menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya kemudian si“fecara akurat dan
tepat waktu dalam meﬁghinmg, Eﬁenzba.yalr dan melapeirkan pajak yang

terutang.

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri ‘Nurmantu yang
dikutip oleh Siti Kurnia Rabayu (2010 : 138), menyata}:angbahwa :
Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan

dimana Wajib Pajak memenuli semna kewajiban perpajakan dan
melaksanakan hak perpajakannya.
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Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha yang
dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010 : 139), menyatakan bahwa :

Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai kéwajiban Wajib
Pajak dalam mendafiarkan diri, kepatuhan wuntuk menyetorkan
kembali surai pemberitabuan, kepatuhan dalam perbitungan,
pembayaran dan penyampaian pajak terutang.

2. Jemis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wa'ib Pajak menurut Sony Devano dan
Siti Kurnia Rahayu (2006 : 110) antara lain :

a. Kepatuhan Formai

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan ciim&%:]a Wajib Pajak

memenuhi kewajiban sscara formal sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang Perpaj akan.

b. Kepatuhan Matertal
Kepatuhan material adaiah suatu keadaan dima;ma Wajib Pajak
memenuhi semua ketentman material perpajakan yaitu sesuai
dengan isi dan jiwa {}£da11g—Undang Perpajekan vang dapat
melipuii kepatuhan formal. Misalnya, ketentuéan batas waktu
penyampaian SPT tahunan PPh tanggal 30 Aprif&. Apabila Wajib
Pajak teiah melaporkan SPT sebelum atan pada :tanggal 30 April,
maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan forénal. Wajib Pajak
yang memenuhi kepatuhen material adalab Wajib Pajak yang

mengisi SPT dengan jujur, lengkap dan benar sesuai ketentuan
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Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dan mienyampaikannya

ke Kantcr Pelayamm Pajak (KPP) sebelum batas waktu berakhir.

3. Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Analisis tingkat kepatuhan W;:jib Pajak badan adalaﬁl menilai tingkat
ketaatan sekumpulan: orang menuwrut Ketentuan .Undang—Undang
Perpajakan uniuk nﬁemkukaﬁ"_z_ kewajiban pexpajakahnya, termasuk
pemungut pajak atau pemotong pajak tertenfu yang meﬁlpakan kesatuan
baik melakukan usaha a;fiau tidak melakukan usaha.
4, Pengertian Surat Pem%grﬁmﬁfmzm (5P
Menurat Peraturan: Direkiur Jenderal Pajak Nomon Per-26/PJ/2012
tentang  Perubahan ’If“at& Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat
Pemberitahuan Tahunan bagi Waiib Pajak Orang Pribadigdan Wajib Pajak

Badan menyatakan bahwa :

Surat pemberitahuan adalah surat pemberitahuan untuk suatu
tahun pajak atau bagian tahun pajak vang meliputi SPT tahunan PPh
Wajib Pajak orang pribadi, SPT tahunan PPh Waij Pajak badan
termasuk SPT éahunan pembetulan.

5. Fungsi Surat Pemberitahuan (ST'T)
Fungsi SPT bagi Wa‘gib Pajak penghasilan adalah sebag'u berikut :

a,  Sebagai sarar;aa Wajitk  Pajak  untuk ngeiaporkan dan
mempertangguigjawabkan perhitungan jurnlah pajjak terutang yang
sebenarnya. Laporan teniang pemenuhan pembag}arara pajak yang
telah dilaksanakan sendiri dalam tahun pajak aﬁau bagian tahun

pejak.
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b. Laporan p}amb&vamn dari pemotong atau pemungut tentang
p&motongau dan penumgutan pajak orang atau dan lain dalam satu
masa pajak yang ditentukan oleh Peraturan Pr,rundang undangan
Perpajakan: yang, ¢ berlaku.

C. Merupakan sarana penelitian atas kebenarzm perhitungan pajak

yang terutau%ag yang dilaporkan oleh pava Wajifé) Pajak.

Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), fungsi SPT gsebagai sarana untuk
melaporkan dan memperianggung jawabkan perhi‘ﬁj’ungan jumlah Pajak
Perteambahan Niiéi dan Paj-.ak Penjualan  Atas Bgﬁram Mewah yang
sebenarnya terhutzm@ Bagi ;*amotnnﬂ atau pemum_;ut pajak, fungsi SPT
sebagzal sarana un’mls: melaporkan dan mempertangg?ung jawabkan pajak

vang dipotong atan dipungut dan disetor.

Prosedur F‘enyam:pzﬁiam Surat Pemberitahuan (SP'}{‘)

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Né)mor Per-26/2J/2012
tentang Perubahan Tata Cara Penerimaan dan Pengplahan SPT Tahunan
bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib P’d_]“ﬂ\ Badan, cara

penyampaien SPT tahundn yadfu

a. Wajib Pajak menyampaikan SPT tahunan dengém cara :
Iy Langsung
2y Dikirim melalui pos dengan bukti pengin‘iman surat ke KPP

tempat Wajib Pajak terdafiar



3)

4)

6}

7)

8)

M2
e

Dikirim melalui perusahaan jasa ekspefdisi atau jasa kurir
dengan bukt pengiriman surat ke KPP tempat Wajib Pajak
terdaftar

E-Filling melalui  website Direktué" Jenderal  Pajak

(www.paiak.co.id) ataw penyedia jasa aplikasi

Penyampaian SPT Tahunan secara laxjagsung sebagaimana
dimaksud diatas dapat dilakukan di Tempét Pelayanan Terpadu
(TPT), pojok pajak. mobil pajak atau dfep box dimana saja

yang telah discdiakan oleh Direktur Jende%fai Pajak.

Penyam;paiau SPT tahunan secara larflgsmlg sebagaimana
cimaksud diatas, h%;rus disampaikan di TP"T KPP tempat Wajib
Pajak terdafiar, daiam hal : SFT Tahuna;n [ebih Bayar, SPT
Tahunan Pembetulan, SPT Tahunan yang’; disampaikan setelah
batas waktu penvarapaian SPT, SPT ".E"ahléman dalam bentuk e-

SPT.

Fenyampaian SPT tahunan secara larégsung sebagaimana
dimaksu;d diatas, dilakukan tidak dalam azmplop atau kemasan
lainnya. |

Penyami:}aian Spffimhunan melalui pos éltau perusahaan jasa
ekspedisi atau kurir, dilakukan dalam arfnplop tertutup yang

telah dilekati lembar informasi a-mplopé SPT tahunan yang

berisi data sebagai berikut :



a)
b)
<)

d)

1)
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Nama Wajib Pajak

Nr;mmr.}}okok Wajib Pajak

Tahun P&j ak _

Status SPT (Nilal/Kuorang Bay;;ir/Lebih Bayar)

Jends SPT (SPT Tahunan/SPT%Tahunan Pembetulan
Ke-...

Perubahan Data (Ada/Tidak Aéﬂa)

E*Emmc:sr.'f“elepon |

Peritvataan

Tanda Tangan Wajib Pajak

9y Format lembar nformasi sebagaimara dimaksud  diatas,

dilekatkan pada amplop SPT tahunan nmé}ngacxt pada lampiran

satu Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini!

10)Dalam hal Wajib Pajak mengalami pé?mbahan data, Wajib

Pajak harus mengisi dan melampirkan Ie:%mbar perubahan data

‘dentitas Wajib Pajak.

7. Sanksi yang Berhubungan dengan Surat Pemberiéahuan

Apabila SP'{:* fidak disampaikan dalam jzmgﬁé:a wakty yang telah

a.

ditentukan alau batas waktu perpanjangan ﬁenyampaiannya SPT

tahunan, maka aken dikenai sanksi administrasi berupa denda

sebesar Rp.1.000.000 untuk SPT tahunan PPh \;Wajib Pajak badan.

Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT karena kealpaan atau

menyampaikan SPT tetapi isinya tidak bepar a%au tidak lengkap atau

melampirkan keterangan vang tidak benar sehingga menimbulkan
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kerugian pada pendapatan negara, tidak d‘ikfénakan sanksi pidana
apabila hanya diiak,ukan pertama kali oleh Wn;zb Pajak dan Wajib
Pajak tersebut wajib melunasi jumlah pajak teérutang beserta sanksi
administrasi berupa kenaikan 200% dari jumls;h pajak yang kurang
bayar. |

c. Apabila Wajib Pajak dengan sengaja tidak %menyampaikan SPT
sehingga me;nimbulkaﬁ kerugian pada pendﬁztpatan negara, maka
dipidana paling singkat 6 bulan penjara dan Spa]ing lama 6 tahun
perjara dan denda paling sedikit 2 kals jumla%é pajak terutang yang
tidak atau ku; ang bayar dan paling banyak 4 kah jumlah pajak vang
terutang yang tidak atau kurang bayar. |

8. Surat Ketetapan Pajak {SKE‘)

Surat Ketetapan Pajak (SEP) adalah surat ket«émpan yang meliputi
Surat Ketetapan Pajak Kmrahg Bavar (SKPKB), Séxrat Ketetapan Pajak
Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Ketetapan Nil";il (SKPN). Adapun
pengertian dari SKI'KB, SK1LB dan SKPN yaitu : |

a. SKPKB
Surat ketelapan pajak yang menentukan Egesamyajumlah pajak
yang térhumlg, ‘umlah kredit pajak, jumlah  kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya saniksi administrasi dan

‘umlah pajak yamg.masih harus dibayar.



b. SKPLB
Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan bayar
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar

daripada pajak yang terhutang atau seharuénya terhutang.

c. SBKPN
Surat ketetapen pajek yang menentukan jumlab pokok pajak
sama besarnya demgan jumlah kredit pajak atau pajek tidak

terhutang dan tidak ada kredit pajak.

9. Swrai Tagihan Pajak (5T0)

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat umuk melakukan tagihan

pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga aiau denda.
10, Pemerikisaan Pajz;ak .

Pemeriksaan dilekukan terhadap Wajib P"ajdl\ yang wSPTnya
menyatakan lebih bay&'f akan dikurangi jumlahnya, schingga
pemeriksaan da_@at lehih d%ﬂrahkan kepada Wajib Pajak Adapun jenis-
jenis pemeriksaén?, vaitu |

a. Pemerikéaan Rw‘;imz

Pemeriksaan ini merupakan tugas utama ;qelompok pemeriksa

di Direktur Jendera: Pajak.
b. Pemeriksaan Kriteria Seleksi

Pemeriksaan vang dilakukan terhadap Wajib Pajak tertentu

berdasarkan nilai otomatis secara komputerisasi. Nilai yang
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dimaksud adalah nilai pajak yang belum éatau tidak dilaporkan
yang menunjukkar rendahaya tingkat Keépatuhan Wajib Pajak

dalam melaksanakan kewajiban perpaj akaflmya.

Pemeriksaan Khusos

Pemeriksaan ini dilaksanakan terhadapé Waib Pajak yang
diduga melakuken  tindak pidana  di bidang perpajakan,
berdasarkan pengaduan masyarakat dan p%rtimbang,an Direktur
Jenderal Pajak.

Pemeriksaan 'I"‘aﬁzmﬁi Berjalan

Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dalam% tahun beyjalan untuk
jenis-jenis pajak ?_ tertentu  atau selun.:%h jenis pajak dan
mengunpuilan ci;;:aE:.a atau keterangan aias kewajiban pajak

1ainnya.'

Pemeriksaan Bu’kﬁii.?ermulaan

Pemeriksazn  yang  dilakukan untuk fémendapatkan bukti
permulaan tentang adanya dugaan texjadﬁ?nya tindak pidana di
bidang perpajakml.. Bukti permulaan adaxéya perbuatan pidana
di bidaég perpajakan yaitu bukti-bukti balk berupa tulisan,
perbuatan, keterangan  atau benda—t%emda yang dapat
rmemberikan pe:i;ma.juk bahwa suatu tind%ik pidana di bidang
perpajakan telah torjadi atan dilakukan%dapai menimbulkan

kerugian negara.
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B. Kerangka Pikir

Bagan i1

Alur Penyampaian SFT Tahunan PPh Bac%ian

KPP Pratama Jakaria Cakung Satu Jakarta T%imur

KPP

1l

¥

WP PPh Badan

Il

‘:»P’T Tahunan

|

Perhitungan

i

! /1

Pembayaran Penyampaian

I —

Analisa Deskriptif

Simpulan




